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BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI  SUKOHARJO 

                                     NOMOR 5 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN 

BARANG / JASA DI DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 
180/017438 tanggal 4 November 2015 perihal Hasil 
Klarifikasi Peraturan Bupati Sukoharjo, maka Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a,  maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 

 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesa 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesai Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang 
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5694); 

12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
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13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesa Tahun 2015 Nomor 5); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas  Peratuan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan  Kekayaan Desa; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  Nomor 113 
Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7  Tahun 
2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 7  Tahun 2006 tentang 
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2010 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Nomor 172); 

22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 
Nomor 35); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 34 TAHUN 
2015 TENTANG  PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN 
BARANG / JASA DI DESA. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 
34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2015 Nomor 35), diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut :   
 

Pasal 5 

Pedoman Tata Cara Pengadaan  Barang/Jasa di Desa, 
sebagaimana tercantum  dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 
 
 
Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 16 Februari 2016 
 

Pj. BUPATI SUKOHARJO, 
 
                ttd 
 
               AGUS SANTOSA  
 
      
              
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal  16 Februari 2016 

     Pj. SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN SUKOHARJO, 

                    ttd 

           EKO ADJI ARIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2016 NOMOR 5 
 Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 

BUDI SUSETYO, SH, MH 
Pembina 

NIP. 19730705 199203 1 004 
 


